STANDPAR OPERASIONAIL PROSEDUR
DAN ALUR LAYANAN PUBLIK
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
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JALAN ADI SUCIPTO NOMOR 2A
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STANDAR PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA (AK/ I)

Berkas Masuk

Penyerahan Kartu AK/I i
Penerhitan Kortu

Pencaker

Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
Pemeriksaan dan Verifikasi persyaratan oieh petugas
Penerbitan Kartu Pencaker (AK/T)

Penyerahan kartu pencari kerja
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STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA -

ooty / e > 8
. Y R e
Berkas masuk Verifikasi berkas verifikasi
Lapangan
| Penerbitan Izin
Penyerahan SK LPK
Izin LPK

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan

2. Pemeriksaan dan Verifikasi berkas persyaratan
3. verifikasi lapangan oleh petugas

4. Penerbitan izin LPK

5. Penyerahan SK Izin LPK

L




STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Identifikasi kebutuhan
pelatihan ke Kec.

Menyusun program pelatihan

L]

Memfasilitasi pelctihan
‘enaga kerja

Menylapkan
fasilitas pelatihan

Menyiapkan administrasi
pelatihan

Menyusun jadwal
pelatihan

Petugas melakukan indentifikasi kebuwhan pelatihan
Petugas menyusun program pelatihan

Petugas melakukan rekrutmen dan seleksi

Petugas menyusun rencana pelatihaa

Petugas menyiapkan sumber daya manusia

Petugas menyiapkan fasilitas pelatihan

Petugas menyusun jadwal pelatihan

Petugas menyiapkan administrasi pelatihan

Petugas memfasilitasi Pelatihan tenaga kerja
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Rekruitmen & seleksi

N (—="*

Menyusun
rencana pelatihan

{

Menyiapkan SDM




STANDAR PELAYANAN REKOMENDAST PASPOR PMI/TKI

.. b
" e
Berkas masuk Verifikasi
berkas

Penyerahan Pembuatan
rekomendasi surat rekom

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas
3. Interview atau wawancara oleh petugas

4. Pembuatan surat rekomendasi

5. Penyerahan surat rekomendasi




PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PERATURAN PERUSAHAAN

Ajuan Naskah Verifikasi berkas Verifikasi

peraturan ajuan naskah lagangan

perusahaan peraturan
perusahaan

/%‘@\ 7D
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Penyerahan peraturan S —
perusahaan yang sudah Pengesahan naskah i
disahkan peraturan peruschaan

Pemohon mengajukan permohonan pengesihaan peraturan perusahaan
Petugas melakukan verifikasi berkas pezmohonan peraturan perusahaan
Petugas melakukan verifikzsi lapangan

Petugas memproses pengesahzn peraturan perusahaan

Petugas menyerahkan peraturen perusahaan yang sudah disahkan
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PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A‘ —
Berkas aduan HI
verifikasi
berkus aduan
H!

Proses
bipartit/tripartit

ey

Pemohon inengajukan pengaduan perselisihan hubungan industrial

2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan permohonan pengaduan perselisihan
hubungan idustrial

Petugas melakukan verifikasi lapangan atau tindakan melalui proses (bipartit/tripartit)
Petugas mengambil keputusan dari hasil verifikasi lapargan

o




SOP PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA/(AK1)

DASAR: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA -
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Persyaratan pelayanan:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau sura! keterangan domisili
Foto copy Ijasah SD, SMP, SLTA/ ijaszh terakhir dan transkrip nilai
Foto copy serifikat kursus-kursus (kalau ada)

Surat pengalaman kerja (kalau ada)

Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

Pengukuran berat badan dan tinggi badan
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2. Waktu penyelesaian pelayanan dan masa berlaku
a. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
b. Masa berlaku Kartu Pencari Kerja (AK1) 2 (dua) tahun, bagi pencar. kerja yang
belum mendapatkan peker‘aan diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang setiap
(enam) bulan sekali sedangkan bagi pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan
diharapkan melapor di Dinas Tenaga Kerja, FPerindusirian dan T ransmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kartu Pencari Kerjanya dinonaktifkan.

3. Prosedur penyelesaian kartu pencari kerja (AK1)
a. Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftar di loket yang sudah
disiapkan
b. Persyaratan diperiksa oleh petugas pengantar kerja.
Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk dilengkapi.
d. Persyaratan sudah lengkap Petugas pengantar kerja mewawancarai pencari kerja
dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2)
e. Setelah dilakukan wawancara dan pengisian blanko selanjutnya Kartu Pencari Kerja
(AK1) dapat diterbitkan.

o

4, Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pencari Kerja

a. Pelayanan yang diterima oleh pelanggan/percari kerja adalah berupa Kartu Pencari
Kerja (AK1).

5. Kompetensi Petugas yang terlibat dalam proses pemberian/penyelesaian pelayanan.
a. Jumlah petugas yang melayani adalah 2(dua) orang.
b. Kompetensi vang harus dimiliki oleh petugas adalah mengetahui dasar pengantar

kerja.
¢. Klasifikasi pendidikan minimal SLTA dan telah mengikuti bimtek pengantar kerja.

6. Sarana dan Prasarana
a. Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas adalah meja, kursi, komputer set, alat tulis
blanko AK1.
b. Sarana/prasarana vang disediakan bagi pencari kerja/pelanggan; ruang tunggu, WC,
umum, parkir dll.



SOP PELAYANAN PERMOHONAN SURA'Y REKOMENDASI PASSPOR UNTUK PMI

e e S AR TR L Y

DASAR:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUERLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Persyaratan pelayanan:

a.

®Ho Ao o

Surat permohonan kepade Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili.

Foto copy Ijasah terakhir

Foto copy akte kelahiran

Surat keterangan Kades/Lurah

Hasil Medical Cheak

Job. Orther

2. Waktu Penyelesaian Pelayanan

a.

Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

3. Prosedur Penyelesaian

a

b
c.
d

Dengan persyaratan yang lengkap pemonon mendaftar di loket yang sudah disiapkan

. Persyaratan diperiksa oleh petugas penganiar kerja.

Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

. Persyaratan sudah lengkap Petugas membnatkan konsep rekomendasi dan diajukan

kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
Setelah konsep rekomendasi disetujui dan ditandatangani surat rekomendasi
disampaikan kepada pemohon.

4. Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon

a.

Pelayanan yang diterimra oleh pelanggan/pemohon adalah berupa surat rekomendasi
untuk pembuatan paspor.

5. Kompetensi Petugas yang ter'ibat dalam pros=s pemberian/penyelesaian pelayanan.

a.

b.

Jumlah petugas yang melayani adalah 2(dua) orang

Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas adalan mengetahui dasar pengantar
kerja. )

Klasifikasi pendidikan minimal SLTA

6. Sarana dan Prasarana

a.

Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas adalah meja, kursi, komputer set, alat tulis
blanko AK1.

Sarana/prasarana yang disediakan bagi pencari kerja/pelanggan: ruang tunggu, WC,
umum, parkir dll.



SOP LJIN PENDIRIAN LEMBACGA PELATIHAN KERJA (LPK)

DASAR: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

1. Persyaratan pelayanan: .
a. Foto copy akte pendirian dan atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda
bukti pengesahan dari instansi berwenang.
Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK.
Program pelatihan kerja berbasis kompetensi
Profil LPK yang meliputi: struktur orgar.isasi, alamat, telepon dan faximile
Daftar riwayat hidup instruktur
Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
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2. Waktu Penyelesaian dan masa terlako
a. Lama waktu proses pembuatan adalah paling lama 5 (lima) hari kerja.
b. Masa berlaku adalah 5 (lima) Tahun dan selanjutnya diperbaharui.

3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

a. Surat permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian
dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi yang membidangi untuk memprose
permohonan 1jin. :

c. Selanjutnya Kepala Seksi memproses iiin tersebut dan melakukan peninjauan,
pemeriksaan ke lapangan, unwk raengetahui apakah memenuhi svarat untuk
diberikan ijin atau tidak.

d. Apabila memenuhi syarat untuk diverikan ijin, maka dibuatkan konsep mengenai
surat ijin lembaga pelatihan kerja.

e. Konsep ijin disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

f. Setelah disetujui dan ditandatangani maka surat ijin disampaikan kepada pemohon.

4. Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon/Pelanggan
a. Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah sertifikat pendaftaran lembaga
pelatihan kerja.

5. Kompetensi Petugas yang terlibat dalam proses pemberian/penyelesaian pelayanan.
a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) staf dan 1 orang Kepala Seksi.
b. Pendidikan yang dimiliki petugas minimal SLTA.

6. Sarana dan Prasarana
a. Sarana bagi pctugas: mcja, kursi, kumputer set, alat tulis, kendaraan Dinas untuk
survey ke lokasi.
b. Sarana bagi pemohon: ruang tunggu, dan fasilitas lainnya.



No. Kuesione! :
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2021

(diist oler, petugas)

PADA UNIT LAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA!I DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggal Survei Jam Survei : e
(J13.00-47.00

I IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin CJe[Jvr Usla © ....Tahun

Pendidikan : [Jso [Jswmp [ sma [_Jo1 [Joz [Jos [Jst []s2

Pekerjaan . [Jrerani [Iswasta [ wirausara  [_] WIRASWASTA

[CJLAINNYA ..o ... (S6DULEN) )
Jenis Layanan yang diterima:  Pengesahan 2eraturan Perusahasn

Il. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/ibu yang seberarnya, karena hal ini tidak m2mpengaruhi kondisi maupun
pelayanan terhadap Bapak/lbu, dan betul-batul untuk kepentingan iimiah.
2. Bapak/lbu cukup melingkari jawaban yang tersedia sesual dengan pendapat Bapek/Ibu.

pelayanan antara yang tercantum dalam standar
pelayanan dengan hasil yang diberikan.

a, Tidak sesuai
Kurang sesual

b.
¢ Sesum
d.

Sangat sesuai

[1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesecuaian 6. Bagaimana pendaoat Saudara tentang i

persyaratan pelayanan dengan jen's pelayarannya. kompetensi/lkemampuan petugas dalam pelayanan
a. Tidak sesual a. Tidak kempeten
b. Kuiang sesuai b. Kurang kompeten
c. Sesuai c. kompeten
d. Sangat sesuai d. Sangat kompsten

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahar 7. Bagaimana pemahaman Saudara perilaku petugas calam
prosedur pelayanan di unit ini. pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
a. Tidak mudah a. Tidak sopan dan rarnah
b.  Kurang mudah b.  Kurang sopan dan ramah 2
c. Mudah c. Sopan dan ramah
d. Sangat mudah d. Sangat sopan dan ramah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 8. Bagaimar.a pendapat Saudara tentang kualitas sarana
dalam memberikan pelayanan. dan prasarana.
a. Tidak cepat a. Buruk
b. Kurang cepat b. Cukup
¢, Cepat c. Balk
d. Sangat cepat d. Bangat Balk

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran 9. Bagaiman pendapat Saudara tentang penanganan
biayanarif dalam pelayanan. pengaduan pengguna layanan.
a. Sanpat mahal a Tidak ada
b. Cukup mahal b. Ade tetapi tidak berfungsi
¢. Murah ¢. DBerfungsi kurang maksimal
d. Gratis d. Dikelola dengan balk

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian procm

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kami, dimohon dengan hormat untuk memberikan saran-saran/masukan

perbaikan dari Bapak/lbu dan Saudara. Terima Kasih.

—




No.Kuesioner © [ | | | (aiet cler petwgas)
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2021

PADA UNIT LAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

08.00 - 412.
Tanggoal Survel - ¢ l:j -

Jam Survel :
[J13.00-17.00

I.  IDENTITAS RESPONDEN

JenisKelamin : [ ] L [] P Usia : .. .. Tahun .

Pendidikan - [T]s0o [Jswp [C] sma [Jsmc [Jo1[Joz [TJo3 st [Js2

Pekerjaan - [CJPeTANI [CIswasta ] wirausaHA ] WIRASWASTA
CJLAINNYA . (sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima:  PELATIHAN CALON TENAGA KERJA

Il. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
PETUINLILIK *
1. Mohen diisi sesuai dengan keadaan Bapak/lbu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi meupun

pelayanan terhadap Bapalv/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Bapak/lbu cukup melingkari javvaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ibu.

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. kompetensi/kemampuan petugas dalam pe'ayanan
a. Tidak sesuai a Tidak koempeten
b. HKurang scauai b. Kurang kompeten
c. Sesuai ¢. kompeten
d. Sangat sesuai d. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan 7. Bagaimana pemahaman Saudara perilaku pelugas dalam
prosedur pelayanan di unit ini. pelayenan terkait kesopanan dan keramahan.
a.  Tidak mudah a. Ticak sopan dan ramah
b. Kurang mudah b. Kurang sopan dan ramah
¢. Mudah c. Sopan dan ramah
d. Sangat mudah d. Sangat sopan dan ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan
dalam memberikan pelayanan. prasarana.
a. Tidak cepat a. Buruk
b. Kurang cepat b. Cukup
c. Cepat c. Baik
d. Sangat cepat d. Sangat Baik
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran i € Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
biayaftarif dalam pelayanan pengaduan pengguna layanan.
a. Sangat manhal a. Tidak ada
b. Cukup mahal b. Ada tetapi tidak berfungsi
¢.  Murah c. Berfungsi kurang maksimal
d. Gratie d. Dikelola dengan baik
5. Bagaimana pendapat Saudara tentany kesesuaian produk
pelayanan antara yang tercantum dalarn standar
pelayanan dengan hasll yang diberikan.
a. Tidak sesual
b. Kurang sesuai ' -
c. Sesuai
d. Sangat sesusai

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kami, dimohcn dengan hormat untuk memberikan saran-saran/masukan
perbaikan darl Bapak/lbu dan Saudara. Terima Kasih.
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No.Kuesioner: [__ | | 1 | (disi cleh petugas)
KUESIONER SURVE| KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2027

PADA UNIT LAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRAS| KABUPATEN KAPUAS HULU
M*

.00-12.
Tanggal Survel : : [Joe -

Jam Survei :
[J13.00-17.00

Jenskelamin ;. [ J L [] P Usia

IDENT'TAS RESPONDEN

Pendidikan - [Jso [CJsmp [] sma [Jsmic [Jo1[_]o2 [Jos [Js1 [ Js2
Pekerjaan - [eeTani [ IswasTa [] wirausaHA  [] WIRASWASTA

CILANNYA . (SBDUKAR)

Jenie Layanan yang diterima :  Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/N)

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/|bu yang sebenarnyz, karena hal Ini tidak mempengaruhi kondisi maupun
pelayanan terhadap Bapak/Ibu, dan betul-betul untuk xepenting an ilmiah.
2. Bapak/lbu cukup melingkari jawaban yang tareedia soouai dongan pendapat Dapalk/ibu.

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
a. Tidak sesual a. Tidak kompeten
b. Kurang sesuai b. Kurang kompeten
c. Sesuai c. kompeten
d. Sangat sesuai d  Sangat komipeten %
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan 7. Bagaimana pemahaman Saudara perilaku petugas dalam
prosedur pelayanan di unit ini. peiayanan terkait kesopanan dan keramahan,
a. Tidak mudah a. Tidak sopan dan ramah
b. Kurang mudah I.  Kurang sopan dan ramah
¢. Mudah c. Sopan dan ramah
d. Sangat mudah = d. Sangat sopan dar ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kcocpatun waktu 0. Bagaimana pendapat Oaudara tentany kualitas sarana dan
dalam memberikan pelayanan. prasarana.
a. Tidak cepat a. Buruk
b. Kurang cepat b. Cukup
c. Cepat c. Baik
d. Sangat cepat d. Sangat Baik
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
playanant dalam pelayanar. pengaauan pengguna layanan.
a. Sangat mahal a. Tidak ada
b. Cukup mahal b. Ada tetapi tidak berfungsi
e. Murah o. Berfungei kurang maxsimal
d. Gratis d. Dikelola dengan balk "
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kese:suaian produk gl
pelayanan antara yang tercantum dalam stancar
pelayanan dengan hasil yang diberikan.
a. Tidak sesual
b. Kurang sesuai
c. Sesuai
d. Sangat sesual

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kami, dimehon dengan hormat untuk memberikan saran-saran/masukan
perbaikan dari Repaldlbu dan Caudara. Terima Hasih.




No. Kuesioner : T[A_—DE;:D (diisi oleh petugas)
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT {SKM) TAH

PADA UNIT LAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggal Survel

[Jos.00-1200

Jam Survei
[J13.00-17.00
I.  IDENTITAS RESPONDEN
Jenis Kelamin 1o [1re Lieia vorvns. Tahun
Pendidikan [Iso [Ismp [] sma [jer [CJo2 [Jo3 [Jst [Js2
Pekerjaan - [2Jens ] ™ [JPowri [JswasTA [] WIRAUSAHA

Jenis Layanan yang diterima :

1.

[ JLAINNYA ..o
Rekomendasi Paspor PMI -TKI

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
PETUNJUK :

1.

vevrerenn.(SOBULKEN)

Mohor diisi sesuai dengan keadaan Bapak/lbu yang sebenarnya, karena hal ini didak mempengaruhi kondisi maupun

pelavanan terhadap Bapak/Ibu. dan betul-betul un’uk kepentingan limiah.
2. Bapak/lbu cukup melingkari jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ibu.

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian i 6. Bagaimara pendapat Saudara tentang
parsyaratan pelayanan dengan jenie pelayanannya. kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan -
a. Tidak sesuai a. Tidak kompsaten
b. Kurang sesuai b. Kurang kompeten
c.  Sesuai ¢, kompeten
d. Sangat sesuai d. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahar, 7. Bagaimana pemahaman Saudara perilaku petugas délam
prosedur pelayanan di unit ini. pelayanan terkait kesopanan dan keramalan,
a. Tidak mudah a. Tidak sopan dan rarnan
b. Kurang mudah b. Kurang sopan dan ramah
c. Mudah c. Sopan dan ramah
d.  Sangat mudah d. Sangat sopan dan ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang lcualitas sarana
dalam memberikan pelayanan dan prasarana.
a. Tidak cepat a.  Buruk
b. Kurang cepat b. Cukup
c. Cepat c. Baik
d. Sangat cepat d. Sangat Baik
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
biaya/tarif dalam pelayanan. pengaduan pangguna layanan.
a. Sangat mahal a. Tidak ada
b. Cukup mahal b. Ada tetapi tidak berfungsi
¢. Murah c. Berfungsi kurang maksimal
d. Gratis d. Dixelola dengan baik
5.

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk
pelayanan antara yang tercantum dalam standar
pelayanan dengan hasil yang diberikan.

a. Tidak sesuai

b. Kurang sesuai
c. Sesual

d. Sangat sesuai

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kami, dimohon aengan hormat untuk memberikan saran-saran/masukan
perbaikan dari Bapalk/Ibu dan Saudara. Terima Kasih.



: Z NOMOR SOP 001/DTK/TK.A/202
[ TGL. PEMBUATAN " Januari 2021 .
w_ TGL. REVISI
”_ TGL. EFEKTIF
4 DISAHKAN OLEH

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN :
n PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PENYU SUNANF Ez» TENAGA KERJA MAKRO
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

1. Pendidikan Minimal S 1 Ilmu Sosial/Ekonomi
2. Menguasai komputer
3. Memahami Peratuian tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
. terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja SkalaMakro




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO

No.

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Pembina

Anggota

Sekretaris

Sekretariat

Waktu

Ket

2

3

4 5 o

7

8

9

Memberikan arahan
penyusunan dan pelaksanaan
PTK Kabupaten/Kota

&

Menyampaikan
pembangunan pereknonomian
kabupaten/kota yang akan
dicapai  dikaitkan  dengan
pembangunan ketenagakeriaan

target

3

)
L_J

-

S8

Memberikan arahan agar RTK
kabupaten/kota dilaksanakan

Memimpin,, mengorganisasikan
dan mengendalikai anggota
Tim daiam penyusunan dan
pelaksanaan PTK
kabupaten/kota

Merumuskan target-target
pembangunan ketenagakerjaan
kabupaten/kota

Merumuskan Kkebijakan dan
program pembangunan
ketenagakerjaan
kabupaten/kota

Memutuskan target yang harus
dicapai dalam RTK
kabupaten /kota

R
__J
g
-
LR,
S
o
S

JuUU U

Batas waktu

penyusunan
RTK 6 bulan

Masa
berjalan.

RTK 5 tahun




Memonitor hasil pencapaian
target " yang telah ditetapkan
dalam RTK kabupaten/kota

Mengkoordinasikan
pelaksanaan teknis penyusunan
dan pelaksanaan PTK
kabupaten /kota

10

Memfasilitasi penyusunan dan
peiaksanaan PTK
kabupaten/kota

11

Mengkocrdinasi Sekretariat
penyusunan dan peiaksanaan
PTK kabupaten/kota

Hininie

U UL

13

Melakukan pengkajian dan
penganalisaan  atas  target
pembangunan  perekonomian
dan  ketenagakerjaan  yang
diarahkan cieh Pembina dan
xetua untuk dipergunakan
dalam penentuan RTK
kabupaten /kota

14

Melakukan pengkajian dan
penganalisaan terhadap
perkiraan  persediaan dan
kebutuhan akan tenaga kerja

15

Melakukan pengkajian dan
penganalisaan terhadap konsep
kebijakan dan program

NN

16

Melaporkan hasil pengkajian
dan penganalisaan penyusunan
dan peleksanaan PTK
kebupaten/keta kepada
Sekretaris




Menyelenggarakan ~ kegiatan
administrasi, yang meliputi
administrasi umum dan
keuangan

v

Menyiapkan data, memelihara
data, berkas dan dokumen PTK
kabupaten /kota,

- -

Menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan Tim PTK
mmwcvmﬁmn\xﬁm

Melaporkan hasil penyusunan
dan pelaksanaan PTK
kabupaten /kota kepada ketua

'y

P

20

‘engevaluasi dan melaporkan
hasil pelaksanaan RTK
kabupaten/kota kepada Bupati
dengan tembusan kepada
| Kepala Dinas Provinsi

RTK

-




| NOMOR SCP 002/DTK/TK.A/2021 1
” TGL. PEMBUATAN Januari 2021
Du TGL. REVISI
/r w TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP
DASAR HUKUM B KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S 1 [lmu Sosial/Ekonomi
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dau Transmigrasi Nomor 17 T'ahun
2010 Terntang Perencanaan Tenaga Kcrja Mikro

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Trans migrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Perencanaan Tenaga Kerja Makro

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Skala Makro




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO

No.

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Kadis

Kabid

Kasi

Staff

Waktu

Ket

Q

2
Arahan untuk menyusun RTK
skala mikro

Pengumpulan dan pengolahan
data kepegawaian

Perkiraan dan perencanaan
persediaan pegawai, “ebutuhan
pegawai, daii neraca pegawai

A J

Analisis persediaarn pegawai,
kebutuhan pegawai, dan neraca
pegawai

v

Penyusunan
kepegawaian

program

Dokumen RTX skala Mikro

RTK

tln_ RTK ___vu

-—— -

Batas waktu
penyusunan
RTK 3 bulan

Masa w.—.x_ 1 tahun

berjalan,




L CTT i

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR SOP 003/DTK/TK.A/2021 1

TGL. PEMBUATAN Januari 2021

TGL. REVISI

| TGL. EFEKTIF . i
Pm AKERjA, PERINDUSTRIAN GAN

ABUPATEN KAPUAS HULU

DISAHKAN OLEH KEPALA

TENAGA E..:i KT

KABUPATEN KAPUAS HULU
'BIDANG TENAGA KERJA = aﬁﬁ-
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PROSES PELMKGA Az _vmzc_u;opz DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN
KLASTER KOMPETENSI
DASARHUKUM B KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Teniang 1. Pendidikan Minimal S 1 Jurusan Sosial, Ekonomi dan Hukum
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional di Daerah

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kerja mmn_ummﬁ
Kompetensi

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

| Kapuas Hulu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta

untuk Penyediaan [nstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner




STANDAR OPERASIONAL PROSECUR

PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

Pelaksanaan
No. Uraian Prosedur , Ket
) ; ktu
Kec. Petugas/Staf Kasi Kabid Kadis .
1 z 3 £ 5 6 7 8 B
1 | Petugas melakukan identifikasi Mak. 16 | Kegiatan pelatihan
kebutuhan pelatihan “ = hari (120! dapat dilaksanakan
jam secara mandiri oleh
2 | Setelah dilakukan identifikasi pelajaran) | SKPD atau kerjasama
lapangan, petugas menyusun e = dengan ULKI
pregram pelatihan Jﬂfl.\ Pontianak, dan LPKS
3 | Petugas melakukan rekruitmen
dan seleksi rekrut
4 |Petugas menyusun renczna
pelatihan __ Al\ ___
Rencana
5 |Petugas menyiapkan sumber _
daya manusia Calon
peserta ||
(\.—.\\l
6. | Petugas menyiapkan fasilitas
pelatihan Calon
peserta ||




NOMOR SOP 004/DTK/TK.A/2021
..m TGL. PEMBUATAN | Januari 2021
mﬂ TGL. REVISI )
- TGL. EFEKTIF . :
L= T =) DISAHKAN OLEH KEPARS £ THAGA KERIA, PERINDUSTRIAN DAN
7 & BUPATEN vaﬂbm HULU
D1 z'...wr:mulm..nw
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI s sy A
KABUPATEN KAPUAS HULU 5
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATiHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP KOORDIN A+ BfAZ54#H BAGA DAN KERJASAMA DENGAN SERTOR
PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN
PRASARANA LEMEAGA PELATIHAN KERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal € 1 [Imu Sosial, Ekonomi dan [Imu Hukum
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer

Z. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nonior 17 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Perizinan dan Pendaitaran Lembaga Peiatihan Kerja

3. Peraturan Mentc:i Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
201? Tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

3. Memnahami Feraturan tentang Keteragakerjaan

Kapuas Hulu
KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Sop Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja
Secara Terintegrasi

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Arggaran
2. Komputer /printer/scanner

3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

Dokumen Koordinas Lintas Lembaga

terutama program kegiatan dan anggaran




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJASAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR
SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pelaksanaan
No. Uraian Prosedur Ket
Kasi Kabid Sekretaris Kadis Lembaga Wakitu
1 Iz 3 4 5 7 8 9
1 | Menyiapkan berkas-berkas peserta Berkas Proses kerjasama
pelatihan kerja _ kerjasama berhenti mengikuti
i pelatihan program pelatihan kerja
2 | Menyusun program, kegiatan dan | ¢ kerja dengan | yang telah diprogramkan
_ anggaran - -+- .- |v_{\__ lembaga selarma 1 tahun anggaran
- berlaku 1
3 | Menentukan waktu pelaksanaan’ Ag Ay tahun selama
program dan kegiatan pelatihan A_dv “«f-- Av\lwnv ................... program
i Q kegiatan
4 | Menentukan jenis pelatihan kerja 5 berlangsung
yang akan dilaksanzkan 5
T
5 | Menentukan Lembaga Pelatihan K ]
Kerja yang digunakan .
6 | Menyiapkan berkas-berkas untuk . ._
kerjasama kegiatan pelatihan 4 ___An = |_ ___ ||||||||||||| V. ...............
7 | Menentukan jumlah instruktur,

sarana dan prasarana pelatihan
kerja




Penyerahan peserta pelatihan kerja
kepada lembaga pelaksana kegiatan
pefatihan

Monitoring kegiatan pelatihan pada
lembaga pelatihan kerja

l.'ll_ll

vﬂwv

10

Penjempuian peserta pelatihan
kerja pada lembaga pelatihan kerja
pasca pelatihan

A

JLLE




NOMOR SOP 005/DTK/TK.A/2021
TGL. PEMBUATAN Januari 2021
TGL. EEVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KAPUAS HULU
" BIDANG TENAGA KERJA PYL6
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP PEMBINAANTEMBAGA PELATIHAN KER]JA SWASTA
PENEMPATAN TENAGA KERIA
DASAR HUKUM B KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S 1 Ilmu Sesial, Ekonomi dan Ilmu Hukum
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Ketenagake:jaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentanz
Tata Cara Periziran dan Pendafiaran Lembaga Pelatihan Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

2. SOP Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta
Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Pembinaan terhadap LPKS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu




STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

No.

Pelaksanaan

Uraian Prosedur

Kadis Kab. LPKS Kadis Prov.

Waktu

Ket

8

9

bk | bl

2
Melakukan monitoring ke lapangan
terhadap kondisi LPKS

Dinas melakukan ievisi program,
kegiatan dan bantuan anggaran
kepada LPKS sesuai kebutuhan
relatihan .

v

LPKS melaporkan realisasi kegiatan
pelatihan keria kepada Dinas secara
berkala 6 (enam) bulan sekali

-melaporkan
Kegiatan
berkala
kepada

Kepala Dinas
rekapitulasi  realisasi
pelatihan kerja secara
6(enam) bulan sekali
Kepala Dinas Provinsi

Dinas membuat dokumen

pembinaan terhadap LPKS

1 tahun
anggaran

Kegiatan pembinaan
terhadap LPKS dilakukan
setiap 6 (enam) bulan
sekali selama 1 tahun

anggaran




s NOMOR SOP 006/DTK/TK.A/2021
C s TGL. PEMBUATAN Januari 2021
“ muﬂ TGL.REVISI
M TGi EFEXTIF %ﬂ/
| ] DISAHKAN OLEH KE STENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
: ASLRABUPATEN KAPUAS HULU
DI Nas
TENAGA KERU, E?a?p .
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRAS] BN Tkt A
_ KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP PENYED ZRNSI L...u\..pﬁ PERIZINAN LEMBAG A PELATIHAN
KERJA SECARA TERINTEGRASI

DASAR HUKUM

PENEMPATAN TENAGA KERJA

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Ncmor 17 Tahun 2016 Tentaug
Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupater: Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraar Ketenagakerjaan

Peraiuran Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

Kapuas Hulu

1. Pendidikan Minimal S

5 1 llmu Sosial, Ekenomi dan IImu Hukum

2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakeriaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLEN

GKAPAN

1. SOP Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
. SOP Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta
Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga

Pelatihan Kerja

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner

3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Koordinas Lintas Lembaga




STANDAR OPERASIONAL mﬁOmm_ucx
' PENYEDIAAN SUMBERDAYA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SECARA TERINTEGRASI

Pelaksanaan

No. Uraian Prosedur Ket
Pemohon Petugas/Staf Kasi Kabid Kadis Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9
1 | Pemohon menyerahkan berkas Mak. 7 hari | Izin LPK berlaku selama
persyaratan ' kerja 3 (tiga) tahun dan
selanjutnya dapat
. ‘ %
2 | Petugas melakukan pemeriksaan . % diperpanjang kembali.
dan verifikasi berkas persyzratan kS
i Ty
2 |Petugas meiakukan  verifikast
lapangan terhadap keberadaan LPK . it
4 | Setelah dilakukan verifikasi
lapangan, selanjutnya petugas N (el
menerbitkan izin LPK ;f..uk
5 | Konsep izin LPK yang sudah L r I,
diterbitkan oleh DEtugas SK Izin SK 1zin SK Izin sK izin
selanjutnya  diserahkan kepada
atasan untuk ditindalanjuti
6. | Penyerahan SK izin LPK kepada
pemohon < y




-~ NOMOR SOP 007 /DTK/TKA/2021
s TGL. PEMBUATAN Januari 2021
% TGL. REVISI J—
| KPv] TCL. EFEKTYF ZaPH kg
> DISAHKAN OLEH KEP, ASTENAGA KERJA, FERINDUSTRIAN DAN
47 AShKABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI L ’
'KABUPATEN KAPUAS HULU
~ BIDANG TENAGA KERJA L5
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP RONSULTASI DAN PRODUKTIViTAS
- PENEMPATAN TENAGA KERJA KEPADA PERUSAHAAN KECIL
DASAR HUXUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S 1 1lmu Sesial. Exonomi dan [imu Hukum
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2009 Tentang Pedcman Pelayanan Preduktivitas

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Huiu Nomor 5 Tahun 2018

~ Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
wmn_:ac_nmz. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

Kegiatan Konsultasi ke Lapangan

terutama program kegiatan dan anggaran




STANDAR OPERASIONAL 1-Omm_.¥=~
PELAKSANAAN KONSULTASI DAN PRODUKT:VITAS KEFADA PERUSAHAAN KECIL

No.

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Kadis

Sekretaris

Kabid

Kasi

Perush. Kecil

Waktu

Ket

5

£l

z
Member arahan dan petunjuk untuk
melakukan kénsultas1 terhadap
perusahaan kecil

4

Melakukan pendataan perusahaan
kecil yang akan dikonsultasi ke
lapangan

A 4

JaY
b

Membuat  jadwal dan  waktu
pelaksanaan kegiatan konsultasi

(.
wbye

Membuat rumusan terhadap pola
pembinaan terhadap
perkembangan produktivitas
perusahaan kecil

=
> o

Membuat  pemetaan  inasalzh
terhadap perkembangan
produktivitas pada perusahaan
kedil

74
i

q

\ 4
Y

Merumuskan upaya-upaya
peningkatan perkembangan
produktivitas terhadap perusahaan
kecil

{

1 bulan sekali

Membuat laporan kepada kadis atas
hasil konsultasi dan perumusan

Kegiatan konsultasi
dilakukan setiap bulan
guna memantau
perkembangan
perusahaan
dilapangan.

kecil

program/kegiatan kedepannya




STANDAR OPERASICNAL PROSEDUR
PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTiVITAS TENAGA KERJA

No.

Uraian Prosedur

Pelaksamaan

Kadis

Sekretaris

Kabid

Kasi

-
Tenaga Kerja

Wakin

Ket

2

4

[

7

L L]

Arahan dan petunjuk  untuk
melakukan proses pengukuran dan
produktivitas terhadap tenaga kerja

Y

Melakukan pendatzan  kembali
terhadap tenaga kerja yang pemnah
dilatih dan €l dilakukan
penempatan

3
=

Memantau perkembangan
produktivitas tenaga kerja pasca
penempatan terhadap hasil
kerjanya

Melakukar pemetaan terhadap
hasil pelatihan pada tenaga kerja
yang diterapkan dilapangan

v

membuat laporan kepada kepala

dinas terkait hasil pengukuran
kompetensi dan  produktivitas
tenaga Kkerja untuk kemudian

mendesain program dan kegiatan
baru guna meningkatkan
kompetensi tenaga kerja

Secara
berkaia
bulan sekali

6
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR SOP 009/DTK/TK.A/2021
TGL. PEMBUATAN Januari 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

ﬂmw_b PERINDUSTRIAN DAN
BUPATEN KAPUAS HULU

 KABUPATEN KAPUAS HULU
" BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP PENYEDIAANS0) : c>§ PELAYANAN ANTAR KERJA
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 I'entang
Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Keteragakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Pendidikain Minimal S 1 [Imu Sosial, Ekonomi, {Imu Komputer dan Illmu Hukum

2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Antar Kerja

2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen SK Petugas Antar Kerja




.

STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA

Pelaksanaan
No. Uraian Prosedur t et
. Petugas
Kadis Sekretaris Kabid Kasi Antar _M.m..wu Waktu
= > 3 3 3 6 7 : 3 9 :
1 |[Memberikan arahan dan petunjuk | Ewwm_:.m_ H wm __um“: & WD:HM”. xmm:m
untuk menetapkan petugas antar » rnest e w:MM Mmﬁum
kerja pada dinas wmwmma._m h_n:_ bid i
2 | Membiat usulan Petugas Antar > v ki Wmm. dan . Mwm
Kerja pada bidang tenaga Zerja tenAga erR P
: Dinas .F.wammm xm%m.
3 | Membuat draf SK Petugas Antar j %w%ﬁd“ﬂ%%ﬂﬂ Nm&:ﬁmﬁwm
Kerja pada bidang tenaga kerja e Kapuas Hulu
4 | Mengajukan draf SK Petugas Antar . ﬂ __
Kerja _E
5 |[Menerbitkan SK Petugas Antar 1|_
Kerja pada bidang tenaga kerja [ F
...rll\l.\.....ll
6 | Menyampaikan laporan Petugas

Antar Kerja kepada Kepala Dinas
Provinsi
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR SOP 010/DTK/TK.A/2021

TGL. PEMBUATAN Januari 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

, KABUPATEN KAPUAS HULU
" BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PELAYANAN ANTAR KE mS (AK.1)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2613
Tentang Penyelenggaraan Kctenagakerjaan

3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susiman Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Pendidikan Miniraal SMA sederjat

2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. S0P Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
2. SOP Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3. SOP Penyelenggaraan Unit Layanan Disatilitas Ketenagakerjaan

1. Lembar Keria/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

Dokumen kelengkapan Pencari Kerja

terutama program kegiatan dan anggaran



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ANTAR KERJA (AK/T)

diserahkan kepada pemohon.

A

J{ _ ]
Pelaksanaan
No. Uraiai Presedur . —
Pemohon | Petugas/Staf Kasi Kabid Kadis Wazktu Keterangan
1 F4 3 4 5 6 7 B 9
1 | Pemohon menyampaikan  berkas Mak. 60 | Masa berlaku
permohonan | . menit Kartu Pencari
Kerjia (AK1) 2
(dua) tahun, bagi
Z |Petugas melakukan verifikasi berkas N pencari kerja yang
persyaratan °° belum
~—- mendapatkan
pekerjaan
] § i
 Jika berkas persyaratan belum lengkap, _ diwajibkan untuk
dikembalikan kepada pemohon untuk 4 E&mw:rmu
dilengkap; qm%ma.mmw n_ﬂzm
setiap ulan
Petugas mewawancarai pencari keija ! sekali.
dengan mengisi blanko biodata Pencari & @
Kerja dan menerbitkannya. Selanjutnya B
menyerahkan kartu tersebyt kepada —
atasan untuk ditindaKlanjuti
Kartu pencari kerja yang sudah
ditandatangani oleh kadis selanjutnya AR/
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ST NOMOR SOP 011/DTK/TK.A/2021
< TGL. PEMBUATAN | Januari 2021

I3 v TGL. REVISI

W > TGL. EFEKTIF

Ot DiSAHKAN OLEH KEE AKERJA, PERINDUSTRIAN DAN
N ABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMiGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
_ 'BiDANG TENAGA KERJA ,
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP PENYULBH] [MBINGAN JABATAN BAGi PENCAR]
PENEMPATAN TENAGA KERJA o | KERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Republik Indoniasia Nomer 12 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakarjaan .

2. Peraiuran Daerah Kabupaten Kapuas Hul: Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahur 2016 Tentang
Kedudukai, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

L. Pendidikan Mirimal $ 1 llmu Sosial, Ekonomi dan iy Hukum
2. Menguasai komputer .
3. Memahami Peraturan ten tang Ketenagakerjaan

| KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Antar Kerja

2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Kegiatan Penyuluhan dan B mbingan Jabatan bagi Pencari Kerja




| | NOMCR SOP 012/DTK/TK.A/2021
r TGL. PEMBUATAN | Januari 2021
__ TGi REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH mmap PERINDUSTRIAN DAN
BUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULY
| BIDANC TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN | NAMA SOp (I UNIT LAYANAN DISABILITAS
wmz—p._smb._.bz TENAGA KERJA KE amz_anﬁm R Emz
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAESANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018

¥

™

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F ungsi seita Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Pendidikan Minimal S 1 [Imu Susial, Ekcnemi dan Ilinu Hukum
2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

PERINGATAN

2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran

3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
Eﬁsam program kegiatan dan anggiran

Dokumen Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan

u
_ Tentang Penyele nggaraau Ketenagikerjaan




STANCAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

Uraian Frosedur

z |

1 | Merencanakan
pelindungan, dan’ pemenuhan hak atas
pekerjaan Penyandang Disabilitas

2 | Memberikan informasi kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Perusahaan swasta mengernai proses
rekrutmen, Penerimaan, pelaijhan Kerja,
penempatan kerja, keberlanjutan ker:a,
dan pengembangan karier yang adil dan
tanpa diskriminas;j kepada Penyandang
Disabilitas

—_—

Menyediakan pendampingan kepad»

tenaga kerja Penyandang Disahilitas

Menyediakan pendampingan kepada
Pemberi Kerja yang menerima tenaga
kerja Penyandang Disabilitas

v

Mengoordinasikan Unit Layanan
Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga
kerja dalam pemenuhan dan penyediaan
alat bantu kerja untuk Penyandang
Disabilitas

L

j
L

Pelaksanaan
Ket
" : ; Pemda/ Penyandang 1
Kadis Kabid Kasi Perusahan Disabilitas W
3 P 5 3 7 _w 9
Tentati
penghormatan, | _ menyesuaikan
kebutuhan
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2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomer 5 Tahun 2018
Tentang Penyelen ggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F ungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

ey NOMOR SOP 013/DTK/TK.A/2021
PPN TGL. PEMBUATAN | Januari 2021
i mu“ ' TGL. REVIS;
| S&Pv TGL. EFEKTIF
L e ¥ DISAHKAN OLEH AGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
N KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU ETIAWAN, M.Si.
'BIDANG TENAGA KERJA 3199403 1017
SEKSI PELATIHAN, PRODUKT IVITAS DAN NAMA SOp BER DAYA PERIZINAN LPTKS SECARA
PENEMPATAN TENAGA KERJA TERINTEGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA .
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S 1 Ilmu Sosial, Ekonomi dan Ilmu Hukum
Ketenagakerjaau 2. Menguasai komputer

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Kapuas Hulu
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja
terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen LPTKS




e e

i

No.

STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
PENYEDIAAN SUMBER DAYA PERIZINAN LPTKS SECARA TERINTEGRASI

Uraian Prosedur

Pemohon

Pelaksanaan

—-

Fetugas/
Staff

_

Kasi

Kabid

Kadis/
Sekretaris

Wakiu

Ket

2

3

4

6

9
SIU  LPTKS berlaku

1
1

= a1

Pemohon  mengajukan permohonan
untuk izin pendirian LPTKS dengan
membawa berkas sebagaimana tertuang
dalam Permenaker No.39 Tahun 2016
 pasal 19

It

Petugas melakukan verifikas berkas
pemohon izin LPTKS. Jika berkas belum
meuncukupi, maka  berka: akan
dikembalikan kepada pemoh¢n untuk
dilengkapi sesuai permintaan dokumen.
Namun bila berkas sudah lengkap
petugas akan langsung memproses ke

tahap selanjutnya
3 |Kepala Dinas melakukan penilaian

kelayakan secara langsung atau melalui
online system terhadap
penanggungjawab perusahaan.

Saat dilakukan penilaian langsung, bila
telah memenuhj persyaratan, kepala
Dinas melakukan verifikasi lapangan

Dalam melakukan verifikasi dokumen
dan lapangan, Kepala Dinas membentuk
Tim verifikasi.

Maksimal 7
hari kerja

Dalam hal verifikasi lapangan, bila
dinyatakan telah memenuhi persyaratan,

Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS

selama 1 tahun sejak
tanggal diterbitkan
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STANDAR CPERASIONAL PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PELAPORAN LPTKS

No,

UIraian Prosedur

Pelaksanaan

Kadis

Kabid

Pemberi

LPTKS Kerja

Kadis Prov.

Waktu

Ket

2

5 6

8

9

Melakukan pembinaan terhadap
pelayanan  penempatan tenaga kerja
melalui penguatan kelembagaan
penempatan  tenaga kerja melalui
bimbingan dan sosialisasi

Melakukar  pengendalian
perizinan LPTKS

terhadap

‘Melakukan pengendalian penerbitan SPP

AKL

Menyampaikan laporan penempatan
tenaga kerja kepada kepala dinas setiap
bulan

Laporan  penghapusan  pendaftaran
pencari Kerja dan lowongan kerja

Laporan data lowongan kerja yang
terdaftar

Laporan penempatan tenaga kerja oleh
pemberi kerja /LPTKS/BKK

Laporan realisasi penempatan tenaga
kerja secara berkala setiap bulan kepada
kepala Dinas Provinsi

5

1 bulan sekali

Pembinaan dan
pelaporan dilakukan
secara berkala 1 bulan
cekali
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2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 'Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Keteiiagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hult Nomor 58 Tahurn 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

S NOMOR SOP 015/DTK/TK.A/2021
S TGL. PEMBUATAN | Januari 2621
| mw TGL. REVISI
BN TGL. EFEKTIF aH KA
S DISAHKAN OLEH KEPASAT PENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
| /$ MIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU
o[ o1 ._....w.,wé;_...u_ *! ‘
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRAS! H g | TR a7 ol
KABUPATEN KAPUAS HULU \ ;
" BIDANG TENAGA KERJA N\ g
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP PEMELI
PENEMPATAN TENAGA KERJA INFORMASI PASAR KERJA ONLINE
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang Republik Indonesia Ncmor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S i Ilmu Sosial, Ekonomi, [lmu Komputer dan [lmu Hukam
Ketenagakeriaan

2. Menguasai komputer

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Antar Kerja

2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

'PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

terutama program kegiaten dan anggaran

Dokumen [PK Online
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STANDAR OPERASIONAL PRGSEGUR

PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMAS! PASAR KERJA ONLIN

No.

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Petugas Antar
Kerja

Pencari
Kerja

Kabid

Kadis

Waktu

Ket

2

3

g

2

hofud

Melakukan  pengecekan  dan
pencatatan jumlah pencari kerja
secala berkala

Memberikan pelayanan kepada

Pencari Kerja yang membutuhkan
| layanan kartu pencari kerja (AK1)

| Meibuat rekapitulasi  tujuan
pelamaran kerja cich pencari keria
serta posisi jabatan yang dilamar
pada lowongan kerja

Membuat  rekapitulasi  jumlai
pencari  kerja setiap kecamatan
secara berkala

Membuat laporan kepada kepala
seksi, kepala bidang dan kepala
dinas atas hasil kerjanya

v

Melaporkan rekapitulasi pencari
kerja secara berkala kepada dinas
provinsi yang membidangi

ketenagakerjaan

Maksimal 1
(satu) bulan
sekali

Laporan secara berkda
kepada aiasan langsmg
setiap 1 bulan sekali
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'y NOMOR SOP 016/DTK/TK.A/2021
o TGL. PEMBUATAN januari 2021
” BM_ "TGL. KEVISI p—
L P TGL. EFEKTIF )
5% W) DISAHKAN OLEH ENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
; ANSHE UPATEN KAPUAS HULU
- AT e
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI SN RS e
KABUPATEN KAPUAS HULU
o ' BIDANG TENAGA KERJA
KSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN A KE!
BENSMPATAN TENAGA KRRIA NAMA SOP JOP FAIR / BUESA KERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. .::umnm.c:n_mum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakeriaan :

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagikerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang

Ww&:n:wm? Sustnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmi grasi Kabupaten

Kapuas Hulu

1. Pendidikan Minimal S 1 [Imu Sosizl, Ekonomi, [lmu Komputer dan [lmu Hukum

2. Menguasai Koraputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerja=n

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Antar Kerja
2. SOP Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner

3. jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja

terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Bursa Kerja




il i

PN SNERCEREIES | 167 80 SN penieee B EeRae. o 4 1 th |

STANDAR GPERASIONAL PROSEDUR

perusahaan/pemberi kerja yang
memberikan lowongan keija

v

]
—

Membuat klasifikasi lowongan
kerja berdasarkan jabatan/posisi
lowongan kerja

A J

Memberikan informasi kepada

pencari kerja terkait kegiatan
pameran kesempatan kerja

Melaksanakan kegiatan pameran
kesempatan kerja /bursa kerja

Membuat laporan tertulis terkait
hasil pameran kesempatan kerja
kepada dinas kabupaten yang
membidangi ketenagakerjaan

: ' JOP FAIR / BURSA KERJA
e e e i
Pelaksanaan
No. Uraian Prosedur Perusahaan . m . Ket
reavelenggara | pomberi | Femearl | g Kabid Kasi Waktu
Jop Fair ket Kerja
erja

1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10
1 | Usulan/permohonan  kegiatan P = _ mem_z..m: 1

Pameran "~ Kesempatan ; minggu

Kerja/Bursa Kerja _
2 | Mendata jumiah

Menyampaikan laporan akhir
kepada Kepala Dinas Provinsi
terkait hasil kegiatan pameran
kesempatan kerja
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR SOP 017/DTK/TK.A/2021
TGL. PEMBUATAN | Januari 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF renaniy

DISAHKAN OLEH

S EENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
MIBASI KABUPATEN KAPUAS HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA ] AN SE AN, M.Si.
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN 857 <MP.1968010% 1994031 017
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI 1) / PEKERJA
MINGRAN INDONESIA (PMI 2)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS! PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakeriaun

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Takun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Peraturan Daerah Xabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Noinor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Pendidikan Mininial S 1 [Imu Sosial dan Ilmu Hukum

| 2. Menguasai komputci

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjadn

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Indonesia (PMI 1)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI 2)
2. SOP Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner

3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanazan kinerja

L

terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Pekerja Migran Indonesia
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STANDAR OPERASICNAL PROSEDUR

PENINGKATAN ¥ ELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALOW PEKERJA MIGRANINDONESIA (PMI 1)/
PEKEKRJA MINGRAN INDONESIA (PMI 2)

No.

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Bupati

Kadis

Kabid

Imigrasi

CPMI/PMI

Waktu

Ket

2

6

7

8

Menyosialisasikan  informasi
dan permintaan Pekerja Migran
Indonesia kepada masyarakat

v

Membuat basis data Pekerja
Migran Indonesia

v

=]

Melaporkan  hasil  evaluasi
terhadap Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia  secara  periodik
kepada Pemerintah Daerah

Provinsi

J

A

Mengurus kepulangan Pekerja
Migran Indonesia dalam hal
terjadi peperangan, bencana
alam, wabah penyakit,
deportasi, dan Pekerja Migran
Indonesia bermasalah sesuai
dengan kewenangannya

Memberikan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

sebelum bekerja dan setelah
bekerja di daerah

O
T

]

Selama CPMI
dan PMI
bekerja  di
luar negeri
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kabupaten/kota yang menjadi
tugas dan kewenangannya

Menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan kerja kepada
CPMI yang dapat bekerja sama
dengan lembaga pendidikan
dan lembaga pelatihan kerja
milik  pemerintah dan/atau
swasta yang terakreditasi

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga
pendidikan  dan  lembaga
pelatihan kerja di
xabupaten/kota

Melakukan reintegrasi sosial
dan ekonomi bagi Pekerja
Migran fndonesia dan
keluarsanya

Menyediakan dan memfasilitzsi
peiatihan CPMI melalui
pelatihan vokasi yang
anggarannya berasal dari fungsi
pendidikan

10

Mengatur, membina,
melaksanakan, dan mengawasi
penyelenggaraan penempatan
Pekerja Migran Indonesia
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‘ =\ - NOMOR SOP 018/DTK/TK.A/2021 ;
[ <l TGL. PEMBUATAN Januari 2021
”_ rd TGL.REVISI
oy~ TGL. EFEKTIF
L DISAHKAN OLEH K
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI M masuggs 1
KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PENYEDiAAN E?z»z TERPADU PADA CALON PEKERJA |
MIGRAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagalerjaan

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Taliun 2018

Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahui 2016 Tentang

Kedudukan, Susuiian Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

Kapuas Hulu

1. Pendidikan Minimal S 1 Ilmu Sosial dan [Imu Hukum
2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Indonesia (PMI 1)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI 2)
2. SOP Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner

3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengar:hi pelaksanaan kinerja

terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen kelengkapan Calon Pekerja Migran Indonesia




STANDAR OPERASIONAL PROSEPUR
PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN

Pefaksanaan

R S B

[ETLS

Uraian Prosedur

Pemohon

.

Petugas/Staf

Kasi

Kabid

Kadis

Waktu

Ket

2

4

9

Pemohon menyerahkan berkas
persyaratan

T

Mak. 120
menit

Petugas melakukan
pemeriksaan dan verifikasi
berkas persyaratan

|

ﬁ
)

Petugas mewawancarai
pemohon  dengan  melihat
berkas persyaratannya

A

Setelah  dilakukan  proses
wawancara selanjutnya petugas
membuat surat rekomendasi

Surat rekomendasi yang sudah
dibuat oleh petugas selanjutnya
diserahkan  kepada atasan
untuk ditindaklanjuti

|
. |
Surat
Rekom

Surat
Rekom

Surat
Rekom

Surat
Rekom

Penyerahan surat rekomendasi
kepada pemohon

Surat
Rekom

Dinas
hanya
surat

pembuatan
paspor untuk
PMI-TKI.

Tenaga Kerja
menerbitkan
rekomendasi

dokumen

calon
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P | NOMOR SOP 019/DTK/TK.A/2021
. o g TGL. PEMBUATAN Januari 2021 :
mu. TGL. REVISI
| BN~ TGL. EFEKTIF
{ 0y DISAHKAN OLEH :NAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
Ay i KABUPATEN KAPUAS HULU
Fd
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI a_.%a.z_m%g
KABUPATEN KAPUAS HULU T TR
BIDANG TENAGA KERJA % Drs/ 8 fWAN SE
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN \JFGasN \ 9680103 Haﬁcw 1 9:
PENEMPATAN TENAGA KERJA NAMA SOP PEMBERDAYXAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA
PENEMPATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang
Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang mm_ucrmr Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Noinor 5 ﬁmr:: 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Pendidikan Minimal S 1 [lmu Sosial dan [Imu Hukum
2. Menguasai komputer
3. Memahami Peraturan tentung Ketenagaxerjaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Indonesia (PMI 1)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI 2)

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan aken mempengaruhi pelaksanaan kinerja

terutama program kegiatan dan anggaran

Dokumen Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN ‘

Pelaksanaan
No. Uraian Prosedur _ Ket
Imigrasi Kadis Kabid Kasi PMI Waktu
L2 2 3 4 5 6 7 8 -
1 | Pemulangan PMI purna Tentatif
penempatan dari luar negeri » berdasarkan
kebutuhan
2 | Pendataan PMI purna program/ke
penempatan dan membuat __ - giatan
program pelatihan kerja untuk 1 (\\..__l
pemberdayaan PMI  purna ——
| penempatan
3 | Melaksanakan kegiatan =l 1
peiatihan kerja terhadap PMI \\_.ﬁ g
purna penempatan = L
4 | Membuat kerjasama dengan
[B e —
perusahaan dalam 1_
negeri /pemberi keria ! \
...-.-I-I.-Illl\l...-.-lll
5 me.mrc_nm: penempatan tenaga [ — \
kerja asal PMI  purna ._
penempatan yang telah i
mendapat pelatihan ——
6 | Melakukan pembinaan,

monitoring dan pengawasan
keberlangsungan kerja PMI
purna penempatan pada
perusahaan/pemberi kerja

dalam negeri
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahuu 2019

MM.:Emm Retribusi Perpanjangan [zn Mempekerjakan Tenaga Kerja
ing

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
ﬁwa:ncrma, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten

B NOMOR SOP 020/DTK/TKA/2021
P TGL. PEMBUATAN Januari 2021
@ mu_ TGL. REVISI
B xw TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA .
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN NAMA SOP KOORDINES m....w \.\ xmozgm_ PERPANJANGAN IMTA
PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. cE_m:m-c:m.mum Pepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Pendidikan Minimal S 1 [Imu Sosial, Ekonomi dan llmu Hukum
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer

3. Memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Kapuas Hulu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/printer/scanner
3. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaar kinerja

Dokumen IMTA

terutama program kegiatan dan anggaran




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI DAN SINKRCNISASI PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

No,

Uraian Prosedur

Pelaksanaan

Kadis

Sekretaris

_
Kabid

PTSP

Bupati

Waktu

Ket

5

6

-
4

8

= [

P
Arahan dan petunjuk untuk
melakukan koordinasi dan
singkronisasi perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
daerah kabupaten /kota

Menyiapkan berkas-berkas
koordinasi dan  singkronsasi
perpanjangan [IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/koia

Memveriiikasi berkas-berkas
permolionan perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota

Jika berkas-berkas permohcian
perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota belum lengkap
maka  dilakukan pemberkasan
kembali

Penerbitan IMTA berkas-berkas
permohonan perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
daerzh kabupaten/kota sesuai masa
kontrak .

Menyesuaikan
usulan
perpanjangan
IMTA

Membuat laporan dan dokumentasi
perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota
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- NOMOR SOP 001/DTK/TK.B/2021
N TGL. PEMBUATAN Januari 2021
of TGL. REVISI
b TGL. EFEKTIF P
- DISAHKAN OLEH /7 S\ HERALA DINAS TENAGA KERJA,

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

USARIAN DAN TRANSMIGRASI

DAY TIARSHIGRAS!

Iy 5
Fi TEMGA KGRI PERDDUSTHILN ) 5 |

¢ IS AWAN SETIAWAN, M.Si.
NP~ 19680103 199403 1 017

NAMA SOP Pelayanan Pengesahan Peraturan
Perusahaan Yang Beroperasi Dalam 1 (Satu
Dasrah Kabupater/Kots)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

lﬂ

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

1. $1

Ketenagakerjaar 2. Menguasai komputer
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta | 3. Mempunyai Kompetensi Memieriksa Materi Naskah Peraturan Perusahaan Sesuai
Kerja Undang-undang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
’ 1. Komputer
2. Printer
3. Kertas
4. Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dalam buku yang telah disiapkan
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PELAYANAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

YANG BEROPERASI DAL AM 1 (SATU DAERAH KABUPATEWKOTA)

Aparatur

NO Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Ket
Pemohon | Staff | Kasi | Kabid | Sekretaris | Kadis | Kelengkapan | Waktu | Output

1. | Pemonon mengajukan permohonan Pengesahan Berkas 5Menit Berkas
Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
Bidang Tenaga Kerja Seksi Perlindungan Tenage Kerja
dan Hubungan Industrial

2 | Staff Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Berkas 5 Menit Berkas
Industrial memeriksa berkas permohonan

3. | Staff Perlindungan Tenaga Kera dan Hubungan Berkas 10 Nenit | Rancangan
Industrial  membuat SK Pengesahan Peratwan O, SK
Perusahaan bagi Perusahaan I— ]

4. | Kasi Periindungan Tenaga Kerja danHubur:gan Industrial Berkas SMenit | Rancangan
memeriksa SK Pengesahan Peraturan Perusahaan dan . SK

| membubuhkan paraf / [

5 | Kabid Tenaga Kerja memeriksa SK Pengesahan S — Berkas S5Menit | Rancangan
Peraturan Perusahaan dan membubuhkan paraf ﬁl.\ SK

6. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu memeriksa SK \l J derkas SMenit | Rancangan
Pengesanan Peraturan Perusahaan dan membubuhkan / ! SK
paraf L/

7. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berwenang
meneliti kembali SK pengesahan Peraturan Perusahaan
yang telah diajukan (telah di paraf kasi, kabid, sekretaris) ® Berkas 5 Menit SK
dan menandatangani SK Pengesahan Peraturan
Perusahzan

8 | Staff meminta nomor SK ke Sub Bagian Umum dan ) Nomor Agenda | 2 Menit SK
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

- NOMOR SGP 002/DTK/TK.B/2021
<0 TGL. PEMBUATAN Januari 2021
- TGL. REVISI
| TGL. EFEKTIF
q DISAHKAN OLEH P DINAS TENAGA KERJA,
A TRIAN DAN TRANSMIGRASI
£ ATEN KAPUAS HULU
[

LI
TEASATERIA PIRIEUATRIAY] &
jhe TeagHaRAY

BIDANG TENAGA KERJA \
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN /m
! INDUSTRIAL R
NAMA SOP Pelayarian Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Yang Beroperasi Calam i (Satu Daerah
Kabupaten/Kota)
|
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang | 1. S1
Ketenagakerjaan 2. Menguasai komputer
2. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipte | 3. Mempunyai Kompetensi Memeriksa Materi Naskah Perjanjian Kerja Bersama Sesuai
Kerja Undang-undang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama

 KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer

3. Kertas
4. Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dalam buku yang telah disiapkan
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PELAYANAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
YANG BEROPERASI DALAM 1 (SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA)

NO Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Ket
Pemchon | Staff | Kasi | Kabid | Sekretaris | Kadis Kelengkapan | Waktu | Output

1. | Pemohor  mengajukan permohonan  Pendaitaran Berkas 5 Menit Berkas
Perjanjian Kerja Bersama ke Dinas Tenaga Kerjg,
Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
Bidang Tenaga Kerja Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
dan Hubungan Industrial -

2 | Steff Perlindungan Tenaga Kerg dan Hubungan Berkas 5 Menit Berkas
Industrial memeriksa berkas permohaonan

3 | Staff Perlindungan Tenaga Kera dan Hubungan Berkas 10 Menit | Rancangan
hdustrial membuat SK Pendaftaran Perjarjian Kerja m M SK
Bersama bagi Perusahaan S i J — S "

4. | Kasi Periindungzn Tenaga Kerja danHubungan Industrial Berkas 5 Menit | Rancangan
memeriksa SK Pendaftaran Perjanian Kerju Bersama }rl SK
dan membubuhkan paraf ] i

S. | Kabid Tenaga Keja memeriksa SK Pendaftaran — : Berkas 5Menit | Rancangan
Perjanjian Kerja Bersama dan membibuhkan paraf O SK s ol

€ | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perinaustrian dan b )
Trensmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu memeriksa SK \l ) Berkas 5Menit | Rencangan
Pendaftaran  Perjanjian  Kerja Bersama  dan ( .\ SK
membubuhkan paraf

7. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berwenang
meneliti  kembali SK Pendaftaran Perjanjian Kerja )
Bersama yang telah diajukan (telah di paraf kasi, kabid, ® Berkas 5 Menit SK
sekretaris) dan menandatangani SK Perida%aran
Perjanjian Kerja Bersama

8 | Staff meminta nomor SK ke Sub Bagian Umum dan Nomor Agenda | 2 Menit SK
Aparatur _ !
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN
iINDUSTRIAL

' DASAR HUKUM

| NOMOR SOP 003/DTK/TK.B/2021
TGL. PEMBUATAN Januari 2021
TGL. REVISI
| TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH INAS TENAGA KERJA,
IAN DAN TRANSMIGRASI
NIP719680103 199403 1017
| NAMA SOP Pengesahan Pericairan Bpjs
Ketenagakerjaan

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daersh Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 20i8
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018

1. SMA, D3, S$1

2. Menguasai komputer

3 Mampu berkoordinasi dengan perusahazn dan perwakiian Serikat Pekerja di
Perusahaan serta pthak BPJS Ketenagakeijaan

tentang Psnyelenggaraan Ketenagakerjaan
KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Cap Pengesahan
2. Cap Dinas

3. Pulpen

4. Buku Agenda

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Untuk memastikan pelayanan dilaksanakan dengan terkendali, maka

Dicatat dalam buku
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pelayanan jumlah kepesertaan jemsostek, dan tidak ﬁm—_nwn:.im_
perlindungan terhadap tenaga ksrja

PELAYANAN PENGESAHAN PENCAIRAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Pemohon Staff Kasi | Kelengkapan | Wakiu Output

1. | Pemohon mengajukan klaim Bpjs D/ Berkas 2 Menit Berkas
Ketenagakerjaan 8

2. | Staff memeriksa kelengkapan berkas N Berkas 2 Menit Berkas
membubuhkan stampel pengesahan /.Q

3. | Kasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkas 3 Menit Berkas Setelah dapat
Hubungan Industriai menandatangani pengesahan
penagesahan klaim BP.S diteruskan ke
Ketenagakerjaan pihak bpjs

Keteiiagakesjaari
| _ ~ untuk dicairkan |
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DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
. BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

NOMOR SOP 004/DTKITK.B/2021
TGL. FEMBUATAN Januari 2021 i
TGL. REVISI - |

TGL. EFEKTIF

DiSAHKAN OLEH

NAMA SOP

nngmmmﬂmn _.maommm Kerjasama Bipartit di
Perusahaan

D>m>ﬂ HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaar

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Keija

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 255
Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

1. $1
2. Menguasai komputer

4. Mengikuti Bimtek LKS Bipartit

3. Mampu berkoordinasi dengan perusahaan dan perwakilan Serikat Pekerja di
Perusahaan untuk membentuk LKS Bipariit

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Kompter
2. Printer
3. Kertas

4. Buku Peraturan Perundangan Tentang Ketenagakerjaan _.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAK

Apabila dalam waktu 14 hari belum disahkan, maka dapat _.:m:mm_:x.m:

_pengaduan kepada Bupati

Dicatat dalam buku yang telah disiapkan
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PELAYANAN PENGESAHAN LKS BIPARTIT

NO Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Pemohon | Staff | Kasi | Kabid | Sekretaris | Kadis | Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Pemohon inengajukan pemohonan Berkas 5 Menit Berkas
pengesahan LKS Bipartit ke Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian dan  Transmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Tenaga Kerja
Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan
Hubungan Industrial y ]
2 | Staff Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkas 5 Menit Berkas Diterima/
Hubungan Industrial memeriksa berkas AU Ditolak
permohonan ; -
3 | Staff Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkas 10 Menit | Rancangan
Hubungan  Industrizi  membuat 3K I SK
Pengesahan LKS Bipartit | _ !
4 | Kasi Perlindungan Tenaga Keja dan Berkas 5Menit | Rancangan
Hubungan  Industriasl  memeriksa 3K SK
pengesahan LKS Bipartit dan membubuhkan
paraf -
5 | Kabid Tenaga Kerja memeriksa SK N Berkas 5Menit | Rancangan
pengesahan LKS Bipartit dan membubuhkan n p, SK
paraf
B. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian ,
dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Berkas 5 Menit | Rancangan
memeriksa SK Pengesahan LKS Bipartit dan SK
membubuhkan paraf vl
7. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan { }
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu (.\
berwenang meneliti kembali SK pengesahan )
LKS Bipartit yang telah diajukan (telzh di paraf Berkas 5 Menit SK
kasi, kabid, sekretaris) dan menandatangani
SK Pengesahan LKS Bipartit :
8. | Staff meminta nomor SK ke Sub Bagian Nomor Agenda 2 Menit | SK

Umum dan Aparatur
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e | NOMOR SOP 005/DTK/TK.B/2021
s = o . TGL. PEMBUATAN Januari 2021
| | Du | TGL. REVISI
_ ! TGL. EFEKTIF
_ A DISAHKAN OLEH
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
 BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN ;
INDUSTRIAL : X5 80103 _mmxou 1017
NAMA SOP nm:«.wmmwn_m: Perselisihan HI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
I Undang-Uindarg Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 | 1. S1 Hukum

Tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang Nomor 2 Tanun 2014 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Incustrial

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tshun 2020
Tentang Cipta Keija

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih
Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

2. Lulus Diklat Mediator
3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Meja dan Kursi
2. Ruang Sidang
3. Alat Tulis
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengaduan tidak ditangani dan tidak diindahkan maka akan

timbul pertatiyaan dari para pihak

Dicatat dalam buku
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PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

anjuran/PB

'N Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Peiapor | Mediator | Kasi Kabid | Kelengkapan Waktu Output
1. | Pemohon mengajukan  surat D Agenda Kerja 15 Menit Disposisi
|| pengaduan kasus PHI |
2 | Kabid Tenaga Kerja Memproses .b Disposisi 15 Menit Disposisi
Administrasi Pengaduan -
3. | Penanganan penyelesaian PHI -~ Disposisi 1 Hari Dokumen
4. | Mediator  memeriksa  jenis Bahan 3 Hari Cokurmen
perselisihan yanqa di disposisikan ﬁv Dispcsisi
5. | Mediator Bahan 7 Hari Dokumen
memaiiggii/mengundang para mv
pihak untuk mengadakan mediasi
6. | Proses Mediasi “ Bahan 30 Hari Dokuinen o
7. | Penetapan hasil mediasi berupa _ Risalah 7 Hari Anjuran/PB
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NOMOR SOP 006/DTK/TK.B/2021
i TGL. PEMBUATAN Januari 2021
TGL. REVISI
- TGL. EFEKTIF
™ DISAHKAN OLEH
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRAS!|
KABUPATEN KAPUAS HULU
- BIDANG TENAGA KERJA
SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN DG HAWAN SETIAWAN, M.Si.
INDUSTRIAL ¥IP. 19680103 199403 1 017
NAMA SOF Pelayanan Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh

| DASARHUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Ncmor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Normor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

1. 51

2. Menguasai kompuier
3. Mempunyai Kompetensi Memeriksa pengajuan tata cara pencatatan serikat

pekerja/serikat buruh

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
an._“m\gm:ﬁmood tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat
uru

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. Kertas
4. Buku Peraturen Perundangan tentang Ketenagakerjaan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila dalam pengajuan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh
tidak lengkap syarat dan ketentuan. Disnaker mempunyai hak untuk

menolak permohonan

Dicatat dalam buku yang telah disiapkan

i
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PELAYANAN PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SER!KAT BURUH

NO | Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Ket
| i Pemochon Staff Kasi Kabid Sekretaris | Kadis | Kelengkapan me.:. Output
1. | Pemohon mengajukan permohonan pencatatan serikat Berkas 5 Menit Berkas
pekerja/serikat buruh ke Dinas Tenaga Kerja,
Perindustriian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas
Hulu Bidang Tenaga Kerja Seksi Perindungan Tenaga
Kerja dan Hubungan Industrial :
2. | Staff Peilindungan Tenaga Kera dan Hubungan Berkas S Menit Berkas
Industrial memeriksa berkas sermohcnan -
3. | Staff Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Jl Berkas 10 Menit | Rancangan
| Industnal membuat tanda bukti pencatatan \ s | - 112z
4. | Kasi Perindungan Tenaga Kerja dan Hubungan = Berkas S Menit | Rancangan
industriai memeriksa tanda bukti pencatatan dan TDP
|_____| membubuhkan paraf I A/ T =
5 | Kabic Tenaga Kerja memeiiksa tanda bukti pencatatan ﬁ!./ Berkas 5 Menit | Raricangan
dan membubuhkan paraf . _ TDP -
6. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan .
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu memeriksa \ / Berkas 5 Menit | Rancangan
tanda bukt pencatatan dan membubthkan paraf f{r\\ TDP
7. |Kepala Diras Tonaga Kerja, Perindusirian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berwenang
meneliti Kkembali tanda bukti pencatatan yang telah .
diajukan (telah di paraf kasi, kabid, sekretaris) dan Berkas 5 Menit TDP
pencatatan serikat pekerja/serikat buruh = — :
8. | Staff meminta nomor tanda bukti pencatatan ke Sub Nomer 2 Menit TOP
Bagian Umum dan Aparatur Agenda




